
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Istilah akta merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu acta dalam Bahasa 

Perancis disebut dengan acte, sementara dalam Bahasa Inggris disebut dengan deed. Akta 

adalah surat atau tulisan dalam hukum Perancis akta merupakan dokumen formal. Dalam 

definisi ini, akta dikonstruksikan hanya berkaitan dengan akta di bawah tangan, karna akta ini 

ditandatangani dan dibuat oleh seseorang. Padahal akta, tidak hanya akta dibawah tangan, 

tetapi juga akta autentik yang dibuat dimuka dan dihdapan pejabat yang berwenang untuk itu. 

Tujuan utama dari pernyataan ini adalah sebagai alat bukti di muka pengadilan. Menurut Algra 

akta adalah “suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum atau 

tulisan yang ditujukan untuk pembuktian sesuatu”.  

Akta sendiri di kontruksikan pada aspek penggunaan nya, tujuan penggunaan nya 

sendiri adalah sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan 

yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kelemahan definisi ini adalah melihat akta pada aspek 

pembuktian semata-mata, padahal akta tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi sarana untuk 

memberikan kepastian hukum pada pihak. Pernyataan resmi para pihak di muka dan di hadapan 

pejabat yang berwenang merupakan pernyataan para pihak yang dinyatakan kepada pejabat 

yang berwenang untuk itu. Pernyataan yang dituangkan dalam bentuk akta autentik, baik akta 

autentik yang dibuat oleh pejabat maupun dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang 

berwenang membuat akta autentik adalah notaris dan pejabat lainnya.1 Akta Autentik harus 

dibuat dalam wilayah wewenang dari pejabat umum yang bersangkutan , artinya dalam 

pembuatan akta autentik harus diperhatikan daerah hukum atau wilayah jabatan dimana pejabat 

 
  1 H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2014, Perancangan Kntrak dan Memorandum of 

Understanding (MoU), Sinar Grafika Jakarta, hlm. 29-31.  



umum itu berwenang. Pejabat yang berhak untuk membentuk suatu akta autentik tidak hanya 

notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan 

pencatatan akta tersebut, seperti pejabat Kantor Urusan Agama, pejabat Pencatatan Sipil yang 

membentuk akta nikah, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dibuat oleh atau Dihadapan Pejabat 

Berwenang. Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik tidak selalu notaris . Di 

mana, notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta autentik yang berkaitan dengan 

hubungan dan hak-hak keperdataan, pendirian serta perubahan usaha, dan lain-lain. 

Wewenang Camat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) membuat akta autentik diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

mengatur camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Camat berwenang 

membuat akta jual beli, hibah, tukar-menukar, dan lainnya terkait tanah. Akta yang dibuat harus 

didaftarkan di Kantor Pertanahan dan memiliki kekuatan hukum penuh. Prosedur pembuatan 

akta harus sesuai ketentuan, dan kesalahan dapat menyebabkan batalnya akta serta implikasi 

hukum bagi camat.  

Wewenang pejabat Kantor Urusan Agama dalam membuat akta autentik diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 mengatur peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membuat akta autentik. 

KUA bertugas mencatat peristiwa penting seperti pernikahan, perceraian, dan rujuk. Pejabat 

KUA yang berwenang membuat akta ini adalah yang telah diangkat dan dilantik sesuai 

peraturan. Akta yang dikeluarkan KUA memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat digunakan 

sebagai alat bukti di pengadilan. Proses pencatatan harus sesuai dengan ketentuan hukum 

agama dan peraturan perundang-undangan.  

Wewenang Pencatatan Sipil dalam membuat akta autentik yaitu Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 mengatur pencatatan sipil dalam membuat akta autentik. Disdukcapil 

bertugas mencatat kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, menghasilkan akta 



kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian. Akta ini memiliki kekuatan 

hukum tetap. Pejabat Pencatatan Sipil harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-

Undang. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan batalnya akta dan implikasi hukum bagi pejabat 

terkait. 

Wewenang yang membentuk akta nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan peraturan pelaksananya mengatur pembuatan akta nikah sebagai akta autentik. KUA 

mencatat pernikahan umat Islam, sementara Disdukcapil mencatat pernikahan non-Muslim. 

Akta nikah ini memiliki kekuatan hukum tetap. Pejabat KUA atau Disdukcapil harus mengikuti 

prosedur yang berlaku. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan batalnya akta dan implikasi 

hukum bagi pejabat terkait. 

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah “suatu akta yang didalam 

bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”. Dan dalam Pasal 

101 ayat (a) Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta 

autentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut 

peraturan perundang- undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk 

dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di 

dalamnya. Pegawai atau pejabat umum yang dimaksud antara lain ialah Notaris, Panitera, 

Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan Sebagainya. 

Menurut pendapat Fockema Andreae dalam bukunya kamus istilah Hukum Belanda-

Indonesia, acte adalah :  

1. Dalam arti terluas, akte adalah perbuatan-perbuatan hukum (Recht Handeling). 

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum.  

Dalam Pasal 1868 KUvHPevrdata, mevnyatakan bahwa suvatuv Akta autentik adalah suvatuv 



akta yang dibuvat dalam bevntuvk yang ditevntuvkan Uvndang-Uvndang ovlevh atauv dihadapan pevjabat 

uvmuvm yang bevrwevnang uvntuvk ituv dan tevmpat akta ituv dibuvat. Dalam huvkuvm nya Akta dapat 

dibevdakan mevnjadi 2 jevnis, yaituv akta autentik dan akta di bawah tangan Akta autentik 

mevruvpakan kovmpovnevn pevnting dalam pevrjanjian, fuvngsi akta autentik sevbagai alat buvkti yang 

mevngikat para pihak yang bevrkovntrak didalamnya, tevdapat isi pevrjanjian sevrta hak dan 

kevwajiban masing-masing pihak di buvat ovlevh pevjabat yang mevmiliki skil dibidangnya sevrta 

mevmiliki kevkuvatan huvkuvm tevtap. Ovrang yang mevmiliki wevwevnang mevmbuvat akta autentik 

disevbuvt novtaris. Suvrat yang haruvs dimiliki ovlevh sevtiap pihak yang mevlakuvkan pevrjanjian agar 

mevngantisipasi tevrjadinya wanprevstasi dikevmuvdian hari:2 

Akta autentik adalah akta yang dibuvat dihadapan pevjabat (Novtaris), Akta autentik ialah 

suvatuv akta yang ditevrbitkan yang bevntuvknya tevlah diatuvr dalam uvndang-uvndang, yang 

ditevrbitkan ovlevh atauv didevpan pevjabat uvmuvm yang bevrkovmpevtevn di bidang ituv ditevmpat atauv 

dimana dibuvatnya akta, dan adapuvn pevjabat uvmuvm yang bevrkovmpevtevn mevnevrbitkan akta ovtevntik 

yaituv sevovrang Novtaris mauvpuvn PPAT. Dalam Pasal 1 ayat (4) PPAT disevbuvt sevbagai pevjabat 

uvmuvm, yang dibevri wevwevnang uvntuvk mevmbuvat akta pevmindahan hak atas tanah, akta 

pevmbevbanan hak atas tanah dan akta pevmbevrian kuvasa mevmbevbankan HT (hak tangguvngan), 

yang masing-masing bevntuvknya ditevtapkan ovlevh Mevntevri Nevgara Agraria/ Kevpala BPN. PPAT 

diangkat ovlevh Mevntevri Nevgara Agraria/ Kevpala BPN dan masing-masing dibevri daevrah kevrja 

tevrtevntuv. Ia hanya bevrwevnang mevmbuvat akta mevngevnai tanah yang ada di wilayah daevrah 

kevrjanya, kevcuvali dalam hal-hal khuvsuvs yang mevmevrluvkan izin kevpala kantovr wilayah BPN 

Provvinsi, dan bahwa akta yang dibuvat ovlevh PPAT tevrsevbuvt adalah akta autentik.3. Novtaris sevlakuv 

pevjabat uvmuvm yang mevnjalankan tuvgas nevgara dalam mevmbuvat akta autentik guvna mevlayani 

 
2 Ronaldo Darmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukariyati, Perbandingan Kekuatan 

Hukum Alat Bukti Autentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/pdt.G/2018/Pn 

Dps), Karma Jurnal Interpretasi Hukum, Volume. 2, No. 1 – April 2021, hlm. 134. 
3 Boedi Harsono, 2015, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, 

Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 432. 



(atas pevrmintaan) masyarakat dan akta autentik yang dibuvatnya mevruvpakan dovkuvmevn nevgara. 

Ovlevh karevna ituv Novtaris diharapkan dapat mevmbantuv masyarakat dalam pevmbuvatan akta ovtevntik, 

yang mana pada akhirnya, maka Novtaris mevmiliki pevran sevbagai wakil nevgara uvntuvk mevncapai 

kevsevjahtevraan masyarakat.4 

Akta autentik tevrbagi mevnjadi duva macam yaituv, akta autentik yang dibuvat ovlevh pevjabat 

(actev ambtevlijk), misalnya, bevrita acara pevmevriksaan pevngadilan yang dibuvat Panitevra. 

Pevmbagian akta ovtevntik yang bevrikuvtnya adalah akta yang dibuvat dihadapan pevjabat (acte v 

partij), misalnya, akta juval-bevli tanah yang dibuvat dihadapan Camat atauv Novtaris sevlakuv Pevjabat 

Pevmbuvat Akta Tanah (PPAT). Akta autentik mevmpuvnyai kevkuvatan pevmbuvktian sevmpuvrna, 

yaituv, cuvkuvp bevrdiri sevndiri, tidak pevrluv ditambah alat buvkti lain, dan isinya dianggap bevnar 

sevlama tidak dibuvktikan sevbaliknya.  

Sevdangkan akta dibawah tangan adalah kevsevpakatan para pihak yang mevlakuvkan 

pevrjanjian. Akta dibawah tangan akan disevbuvt sevcara sah sevbagai buvkti kevtika suvdah ada 

Levgalisasi dari Novtaris dan apabila akta tevrsevbuvt adalah akta dibawah tangan, maka haruvs di 

Waarmevking (tindakan novtaris yang mevlakuvkan pevmbuvkuvan atas akta dibawah tangan yang 

dilakuvkan ovlevh pihak-pihak tevrkait) yang mana hanya kevduva bevlah pihaklah yang mevngevtahuvi 

apa isi dalam pevrjanjian tevrsevbuvt, atauv di levgalisasi yaituv sevmuva isi pevrjanjian dan tanggal 

pevrjanjian di kevtahuvi ovlevh Novtaris dan dibuvat dihadapan Novtaris.5 

Mevnuvruvt Djamanat Samovsir akta di bawah tangan adalah akta yang dibuvat sevndiri ovlevh 

pihak- pihak yang bevrkevpevntingan tanpa bantuvan pevjabat uvmuvm devngan maksuvd uvntuvk 

dijadikan sevbagai alat buvkti. Kevkuvatan pevmbuvktian yang mevlevkat pada akta di bawah tangan 

tidak sevkuvat akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mevngikat bagi para pihak yang 

 
4 Rudy Haposan Siahaan, Rini Irianti Sundary, Bachrudin, Mustofa Abdul Basir, Agus Satory, Sunardi, Fitria 

Dewi Navisa, Rika Budi Antawati, Feri, Muh Husein Ahmadi, Ranti Fauza Mayana, Setijati Sekarasih, Habib 

Adjie, Pipit Saputri Utami, 2020,  Hukum Kenotariatan Jilid 1, CV. Media Sains indonesia, Bandung, hlm. 1. 
5 Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena dan Faqiuddin Abdul Kodir, Kekuatan Hukum Akta Di Bawah 

Tangan Yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, Volume. 4, No. 1, 

Juni 2019, hlm. 60. 



bevrtanda tangan di dalamnya, tevtapi tidak mevngikat bagi hakim. Jika pihak yang 

mevnandatangani suvrat pevrjanjian ituv mevngakuvi dan tidak mevnyangkal tanda tangannya, maka 

akta di bawah tangan tevrsevbuvt mevmpevrovlevh suvatuv kevkuvatan pevmbuvktian yang sama devngan suvatuv 

akta autentik. Akan tevtapi jika tanda tangan ituv disangkal, maka pihak yang mevngajuvkan akta 

di bawah tangan tevrsevbuvt wajib uvntuvk mevmbuvktikan kevbevnaran akta ituv.6 

Pevjabat uvmuvm dalam hal ini adalah sevovrang Novtaris, Pasal 1 angka 1 Uvndang-Uvndang 

Revpuvblik Indovnevsia Novmovr 2 Tahuvn 2014 tevntang Jabatan Novtaris (UvUvJN), mevnyatakan bahwa 

Novtaris adalah pevjabat uvmuvm yang bevrwevnang uvntuvk mevmbuvat akta autentik dan mevmiliki 

kevwevnangan lainnya, sevbagaimana dimaksuvd dalam Uvndang-Uvndang ini atauv bevrdasarkan 

Undang-Uvndang lainnya. Novtaris devngan kevwevnangan yang dibevrikan ovlevh Uvndang-Uvndang 

mevmevgang pevranan pevnting dalam pevmbuvatan akta autentik, dimana novtaris mevnjamin 

kevpastian tanggalnya, mevnyimpan aktanya dan mevmbevrikan salinan, (grovsevev) dan kuvtipan. 

Dalam pevmbuvatanyan akta dibawah tangan mevmiliki bevntuvk yang bevbas sevrta tidak 

mevmevrluvkan pevrantaran sevovrang novtaris sevsuvai devngan Pasal 1874 KUvHPevrdata.7 

Akta autentik mevruvpakan alat pevmbuvktian yang sevmpuvrna bagi kevduva bevlah pihak dan 

ahli warisnya sevrta sevkalian ovrang yang mevndapat hak darinya tevntang apa yang dimuvat dalam 

akta tevrsevbuvt (videv Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUvHPevrdata). Akta autentik 

mevruvpakan buvkti yang mevngikat yang bevrarti kevbevnaran dari hal-hal yang tevrtuvlis dalam akta 

tevrsevbuvt haruvs diakuvi ovlevh hakim, yaituv akta tevrsevbuvt dianggap sevbagai bevnar sevlama 

kevbevnarannya ituv tidak ada pihak lain yang dapat mevmbuvktikan sevbaliknya. 

Sevbaliknya, akta di bawah tangan dapat mevnjadi alat pevmbuvktian yang sevmpuvrna 

tevrhadap ovrang yang mevnandatangani sevrta para ahli warisnya dan ovrang-ovrang yang 

 
6 Neriana, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan 

Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 5.  
7 Jesse Adam Suparman dan Sutra Putrawan, Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tagan Yang Telah 

Dilegalisasi Oleh Notaris, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm.3. 



mevndapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tevrsevbu vt 

diakuvi ovlevh ovrang tevrhadap siapa tuvlisan ituv hevndak dipakai. Akta autentik mevngevnal asas acta 

puvblica provbant sevsev ipsa, yang bevrarti suvatuv akta yang tampak lahirnya sevbagai akta sevrta 

mevmevnuvhi syarat yang tevlah ditevntuvkan, maka akta ituv bevrlakuv atauv dianggap sevbagai akta 

autentik, hal ini bevrarti tanda tangan pevjabat dianggap sevbagai aslinya, sampai ada pevmbuvktian 

sevbaliknya. Jika ada yang mevnyangkal maka bevban pevmbuvktian tevrlevtak pada pihak yang 

mevnyangkal akta tevrsevbuvt, ini bevrbevda halnya devngan akta dibawah tangan dimana jika 

disangkal maka yang haruvs mevmbuvktikan kevbevnarannya adalah pihak yang mevngajuvkan akta 

dibawah tangan tevrsevbuvt, kevtevntuvan ini tevrikat pada kevtevntuvan khuvsuvs yang diatuvr dalam Pasal 

138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari pevnjevlasan ituv nyatalah bahwa akta ovtevntik jika dijadikan 

alat buvkti dalam suvatuv pevmevriksaan pevrkara pevrdata cuvkuvp mampuv uvntuvk mevmevnangkan pihak 

yang mevmilikinya jika tidak tevrbuvkti sevbaliknya.8 

Pevrbandingan dan pevrbevdaan antara kevduva akta tevrsevbuvt yaituv dalam nilai pevmbuvktian, 

akta autentik mevmpuvnyai pevmbuvktian yang sevmpuvrna, kevsevmpuvrnaan akta novtaris sevbagai alat 

buvkti, tidak pevrluv dinilai atauv ditafsirkan sevlain yang tevrtuvlis dalam akta tevrsevbuvt. Sevdangkan 

akta dibawah tangan mevmpuvnyai kevkuvatan pevmbuvktian sevpanjang para pihak mevngakuvinya 

atauv tidak ada pevnyangkalan dari salah satuv pihak, jika para pihak mevngakuvinya maka akta 

dibawah tangan tevrsevbuvt mevmpuvnyai kevkuvatan pevmbuvktian yang sevmpuvrna sevbagaimana akta 

autentik. Jika ada salah satuv pihak tidak mevngakuvinya, bevban pevmbuvktian disevrahkan kevpada 

pihak yang mevnyangkal akta tevrsevbuvt, dan pevnilaian pevnyangkalan atas buvkti tevrsevbu vt 

disevrahkan kevpada hakim.9 

Bevrdasarkan uvraian tevrsevbuvt diatas pevnuvlis tevlrtarik uvlntuvlk mevlngkaji dan mevllakuvlkan 

pevlnevllitian devlngan mevlngangkat juvlduvll Pevrbandingan Huvkuvm Antara Akta Autentik Devngan Akta 

 
8 Op.Cit, hlm. 65.  
9 Habib Adjie, 2020, Pemahaman Awal (Komparisi-Premisse) isi dan Akhir Akta Notaris, Narotama 

University Press, Surabaya, hlm. 2-3.  

 



Dibawah Tangan ditinjauv Mevnuvruvt Huvkuvm Pevrdata.   

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pevrbandingan huvkuvm tevrhadap akta autentik devngan akta dibawah tangan 

ditinjauv mevnuvruvt huvkuvm pevrdata? 

2. Bagaimanakah kevkuvatan huvkuvm tevrhadap akta autentik devngan akta dibawah tangan 

ditinjauv mevnuvruvt huvkuvm pevrdata? 

C. Tujuan Penelitian 

Pevnuvlisan ini bevrtuvjuvan uvntuvk mevmpevrovlevh pevngevtahuvan dan wawasan mevngevnai 

tevntang bagaimana kevkuvatan huvkuvm alat buvkti akta autentik devngan akta bawah tangan dan 

tuvjuvan lainnya sevbagai bevrikuvt: 

1. Uvntuvk mevngevtahuvi dan mevnganalisis bagaimana pevrbandingan huvkuvm tevrhadap akta 

autentik devngan akta dibawah tangan ditinjauv mevnuvruvt huvkuvm pevrdata  

2. Uvntuvk mevngevtahuvi dan mevnganalisis bagaimana kevkuvatan huvkuvm tevrhadap akta autentik 

devngan akta dibawah tangan ditinjauv mevnuvruvt huvkuvm pevrdata 

D. Manfaat Penelitian 

Sevbagaimana yang tevlah diamati dari tuvjuvan yang tevlah dijabarkan diatas maka pevnevlitian ini 

diharapkan dapat mevmbevrikan manfaat tevovritis mauvpuvn manfaat praktis, adapuvn yang mevnjadi 

manfaat dari pevnevlitian ini adalah sevbagai bevrikuvt: 

1. Manfaat Tevovritis 

Sevcara tevovritis pevnuvlisan ini adalah sevbagai pevngevtahuvan bahan kajian yang mevmbevrikan 

suvmbangan pevmikiran bagi pevrkevmbangan wawasan ilmuv huvkuvm, khuvsuvsnya di bidang 

huvkuvm pevrdata tevrkait devngan tinjauvan dan kevkuvatan huvkuvm akta autentik dan akta 

dibawah tangan sevrta mevmpevrkaya revfevrevnsi dan litevratuvr dalam duvnia kevpuvstakaan.  

2. Manfaat Praktis  

Sevcara praktis pevnevlitian ini diharapkan dapat mevmbevrikan manfaat suvmbangan pevmikiran 



atauv infovrmasi khuvsuvsnya kevpada saya sevndiri sevlakuv pevnevliti dan masyarakat yang 

mevmbaca, dan mevmbevrikan jawaban atas masalah yang ditevliti yang kevmuvdian dapat 

mevngevmbangkan povla pikir, pevnalaran dan pevngevtahuvan sevrta sevbagai bahan infovrmasi 

uvntuvk pevnevlitian lain dalam mevngevmbangkan dan mevnevlaah sevcara mevndalam tevntang akta 

autentik dan akta dibawah tangan dalam mevnyuvsuvn suvatuv pevnuvlisan huvkuvm. Pevnevlitian ini 

diharapkan dapat mevmbevrikan manfaat yang bevrguvna bagi masyarakat pada uvmuvmnya dan 

para pevmbaca. 

E. Ruang Lingkup Penelitian   

Ruvang lingkuvp pevnevlitian ini dibatasi pada pevmbahasan bagaimana pevrbandingan 

huvkuvm tevrhadap akta autentik devngan akta dibawah tangan ditinjauv mevnuvruvt huvkuvm pevrdata 

dan apa yang mevnjadi kevndala dalam provsevs pevnevlitian ini sevrta uvpaya uvntuvk mevngatasi 

pevrbandingan huvkuvm yang tevrjadi diantara kevduvanya. 

Sevcara praktis, pevnuvlisan pevnevlitian skripsi ini dapat dipevrguvnakan sevbagai fakta yang 

tevrdapat di masyarakat, sevhingga dapat mevmbevrikan manfaat baik kevpada  para pihak yang 

mevmiliki kevpevntingan devngan pevrmasalahan yang akan dibahas dalam pevnevlitian ini, dan agar 

pevrsovalan di pevngkajian ini tidak mevngalami pevrluvasan kovntevks maka pevnuvlis mevmbataskan 

ruvang lingkuvp pevnuvlisan penelitian skripsi ini, khuvsuvs nya mevngevnai pevrbandingan huvkuvm akta 

autentik devngan akta dibawah tangan ditinjauv mevnuvruvt huvkuvm pevrdata.  

F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah, maka penulis membagikan penulis membagikan penulisan ini 

menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri, 

sistematika tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I      : Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan,  



BAB II      : Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian akta autentik, 

pengertian akta dibawah tangan   

BAB III : Bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, 

metode tersebut meliputi jenis, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi populasi dan 

sampel penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, alat 

pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat 

mengunggkap sejumlah cara yang diatur secata sistematis, diatur secara sistematis, 

logis, rasional serta terarah lalu nantinya dapat menjawab ecara ilmiah perumusan 

masalah yang telah ditetapkan.  

BAB IV  : Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang mepecahan masalah 

berdasarkan hasil Analisa terhadap permasalahan hukum yang dikaji berdasarkan 

teori-teori yang telah diuraikan dalam bab II. Bab ini akan berisikan uraian dalam 

rangka menjawab permasalahan yang telah disusun penulis yaitu bagaimana 

perbandingan hukum antara akta autentik dengan akta dibawah tangan dan 

bagaimana kekuatan hukum antara akta autentik dengan akta dibawah tangan.  

BAB V : Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang 

telah diteliti dan telah penulis simpulkan hasil penulisan yang berkaitan dengan 

pembahasan yang diambil.  

 


